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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR  10  TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL 

DI KABUPATEN BANJAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJAR, 
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Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
: 

a. bahwa kegiatan  penanaman modal  di daerah merupakan 
salah satu  faktor  penggerak   dan pendorong   peningkatan 
perekonomian daerah, penambah  pembiayaan 
pembangunan daerah dan dapat pula menciptakan  
lapangan kerja,  oleh karena itu perlu diciptakan 
kemudahan  dan pemberian pelayanan sebagai upaya 
untuk meningkatkan realisasi penanaman modal yang 
dapat mewujudkan dan meningkatkan   kesejahteraan 
masyarakat  dan menjadikan Kabupaten  Banjar sebagai 
daerah yang menarik bagi penanam modal  baik penanam 
modal dalam negeri maupun penanam modal asing . 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2007  tentang  Penanaman Modal  dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007  tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan  Pemerintah Daerah  
Kabupaten/ Kota,  maka Pemerintah Kabupaten  Banjar  
mempunyai kewenangan  di bidang penanaman modal di 
daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf  a dan huruf b, maka  perlu menetapkan    
Peraturan Daerah  tentang  Pelayanan  Perizinan  
Penanaman  Modal di Kabupaten Banjar; 
 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan 
Dasar Pokok- Pokok  Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1960, Nomor 104, Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  2043); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang                  
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 

4. Undang- Undang  Nomor 3 Tahun  1982  tentang  Wajib  
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3214); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa 
hal terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang nomor 7 
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4893); 

6. Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1984  tentang  
Perindustrian (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor  22, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia   Nomor  3274); 

7. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1992 Nomor  22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274)  

8. Undang- Undang  Nomor  8 Tahun 1997  tentang Dokumen 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3674); 

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga 
Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4279); 

10. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003  tentang  Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4297); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor  4437 )  sebagaimana 
diubah terakhir kali dengan Undang-Undang  Nomor 12 
Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua atas Undang-
Undang  Nomor  32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 
2008  Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4441); 
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13. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2007  tentang 
Penanaman  Modal  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor  67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4724); 

14. Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2007  tentang  Penataan 
Ruang (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2007  
Nomor  68, Tambahan  Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor   4725); 

15. Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  
Perseroan Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007  Nomor 106, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor  4756 ); 

16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 

17. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008  tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2008  Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4866); 

18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4959); 

19. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009  tentang  
Pelayanan Publik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  
Tahun 2009  Nomor  112, Tambahan Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor  5038); 

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang   
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negera  Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor  
140, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia. 
Nomor  5059 ); 

21. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1986   tentang   
Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing                    
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1986  Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1986 tentang  
Jangka Waktu Izin  Penanaman  Modal Asing (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun  1993 Nomor 13, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  
3515); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun1994 tentang 
Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang didirikan dalam 
rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun  1994  Nomor 28, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3552 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun1994 tentang Pemilikan Saham 
dalam Perusahaan Yang didirikan dalam rangka 
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2001 Nomor 154, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor  4162 ); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang 
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  
1997 Nomor 91, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  3718 ); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  
2005 Nomor 150, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  4585); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4593); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4855); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang 
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  
2007  Nomor 1, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  4675) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak 
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang 
Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2012 Nomor 
133, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  5264); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4812)sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5261); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahaan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4815); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4816); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 
Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4854); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4987); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  
2012 Nomor 48, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  5265); 

37. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 

38. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria 
dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup 
dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di 
Bidang Penanaman Modal; 

39. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

40. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 


